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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR i93 TAHUN 2O2I

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

b.

c.

BUPATI PURWORE^IO,

bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja,
profesionalisrne dan pelayarlan kepada masyarakat
dengan berbasis kine4'a, perilaku, realisasi
anggaran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
terhadap waktu kerja, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2O2l tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2O2I
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2O2l;

bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan untuk menambahkan beberapa
ketentuan baru, maka Peraturan Bupati
ggbagaimana dimaksud dalam huruf a pirlu
diubah kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf ,5, perlu
menetapkan Peratur€rn Bupati tentang peruUatran
Kedua Atas Peraturan eupati purworeJo Nomor 10Tahun 2O2l tentang Tambahan "penghasilan

legawai Aparatur Sip! Negara Di Lin{kungan
Pemerintah Kabupaten purworejo Tahun &gg;."
202t;
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Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s4941;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Pe4'anjian Ke{a (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambatran
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
626a1;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6322);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal"un
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSI(AN:

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun
ioii i.it""eTambahan Penghasilar Pegawai Aparatur Sipil Negara

oi U"gl""g;tt Pemerintah iabupaten Puraoryjo Tahul 4tsSttl1
iozi 6iJZ Daerah Kabupaten lurryorejg Tahun 2021 Nomor 10

S..i p'No*ot 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran pemberian TPP adalah Pegawai ASN yang-terdiri atas:

". 
i"g".i"l ASN di Lingkungan Pemerintah Da91ah;

f. e.iu*- ASN di InstansiPemerintah yang dipeke{akan atau
dif,erbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

c. Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah'

(1)

Menetapkan

Pasal I

(2t

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PPNNTUNEN BUPATI PURWORE"IO NOMOR 1O

TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PBCNWru APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWORE..IO TAHUN ANGGARAN 2021.

1rI
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6

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah:
a. Pegawai ASN yang diberikan cuti lebih dari L2 (dua belas)

hari kerja Pada bulan be{alan;
b. Pegawai AStt y"rg diberhentikan sementara, diberhentikam

deigan hormit atau diberhentikan tidak dengan hormat;
c. Pegi*wai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai

tulas, /jabatan / peke{ aan tertentu pada perangkat Daerah ;

d. Pegawal ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan
yaig yang dapat dlpertanggungiawabkan dengan akumulasi
ieUfi aari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan pada
bulan berjalan berdasarkan bukti kehadiran/ absensi;

e. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara

atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
g. Pegawai ASN yang pindahan dari daerah lain yang yang

tambahan penghasilannya belum tersedia dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
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h. Pegawai ASN yang dipekerjakan.atau diperbantukan secara

peiuh di luai lingkunga.n Pemerintah Daerah;
i. i'egawai ASN yang te-latr mendapatkan tunjangan. profesi

atu.:u tunlangan penghasilan guru non sertilikasi yang

bersumb6r alri enggaran Pendapatal dan Belanja Negara;

i. Pesawai ASN yang hitugaskan di Badan l'ayanan -Ut'T'' b;;.h teiuoi air teu-n diberikan remunerasi berbentuk
uang jasa pelayanan, insentif dan sejenisnya;

k. PA;;;;SN t"".s diangkat menjadi Kepala,Desa; dan/ atau

i. i"E"*"i eSU alau daton pNS yang ditugaskan pada" i'.i""gt"t Daerah yang nilai kinerja perangkat daerahnya

kurang dari 50 (lima Puluh)'

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanq.gal diunda!8kan dan

;;;;"y";ii"v" rar.u surut sejak tanggal 26 Februai 2o2l'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

ii3.tt"."" b"p"ti-i.ri a#gan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Purworejo.

Pasal lI

\) P
o

Ditetapkan di Purworejo
20 Oesember 2021
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Diundangkan di Purworejo fr,

pada tan r N2!

SE UPATEN PURWORL'O,

TAHUN 2021 NOMOR 193 SERI J:' NOMOR 118
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